BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan data penelitian dan hasil penelitian di atas, peneliti
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Alokasi Umum yang ditunda penyalurannya oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp.
72.287.543.128.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki 36 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dengan 1110 program/ kegiatan yang tersebar
di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adanya penundaan
Dana Alokasi Umum ini mengakibatkan 216 program/kegiatan tertunda.

3. Faktor yang menyebabkan penundaan Dana Alokasi Umum karena adanya
keterlambatan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat.

4. Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum yang berdampak pada
program/kegiatan yang ditunda pelaksanaannya berdampak pada aktivitas
instansi pemerintahan serta berdampak besar bagi kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Dana Alokasi Umum vyang diterima oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan
secara ekonomis, efisien dan berorientasi pada manfaat bagi publik.

2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih
mengalokasikan belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat
meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dapat

merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.
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